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Aksesbilitas air bersih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus
dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Populasi manusia yang terus meningkat
mengakibatkan pemenuhan akan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi
terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam
secara berlebihan yang mengabaikan lingkungan hidup. Pasal 3 ayat 3 UUD
1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Aturan ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya air di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesbilitas air bersih sebagai
hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup dan implementasinya di
sekolah dasar dalam 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Metode
penelitian meliputi survei, observasi dan wawancara di sekolah-sekolah yang
menjadi objek penelitian. Data kemudian dilakukan analisis dan dibandingkan
dengan literatur dengan tema yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
100% sekolah telah menerapkan pemenuhan hak asasi manusia berupa
aksesbhilitas air bersih tetapi pemeliharaan infrastruktur pendukung hanya 80%
yang dilaksanakan dengan baik. Penerapan pemahaman hak asasi manusia dan
lingkungan hidup telah dilaksanakan dalam 3 mata pelajaran yaitu IPAS,
Bahasa Indonesia dan PPKN.
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ABSTRACT

Accessibility to clean water is a human right that must be fulfilled in everyday
life. The ever-increasing human population results in increasing demands for
clothing, food, shelter, clean water, and energy. This condition leads to
excessive exploitation of natural resources that neglect the environment.
Article 3 paragraph 3 of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia that
the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the
state and used for the greatest prosperity of the people. This rule serves as the
basis for water resource management in Indonesia. This study aims to analyze
accessibility to clean water as a human right in the environmental field and its
implementation in elementary schools in three districts in West Kalimantan
Province. The research methods included surveys, observations, and
interviews in the schools that were the objects of the study. The data were then
analyzed and compared with literature on the same theme. The results showed
that 100% of schools have implemented the fulfillment of human rights in the
form of clean water accessibility, but only 80% of supporting infrastructure is
properly maintained. The implementation of human right and environmental
understanding has been implemented in 3 subjects, namely IPAS, Bahasa
Indonesia, and PPKN.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan
jelas mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini
menunjukkan bahwa rakyat telah memberikan
mandat kepada negara dalam mengadakan
kebijakan dan pengelolaan serta pengawasan
untuk tujuan penggunaannya bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi yang
terkait tersebut di atas dilakukan oleh
pemerintah dengan berbagai kewenangannya
untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan
konsesi (concessie) (Limuris, 2021). Dalam hal
ini negara yang berperan sebagai penguasa
dalam arti diberi mandat untuk mengelola air
sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang dilaksanakan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah tetap ada dan tidak dialihkan
kepada dunia usaha atau swasta (Limuris,
2021). Dalam perkembangan populasi manusia
yang akan datang air bersih akan menjadi
komponen utama yang paling menentukan
dalam kehidupan ini. Pada Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah tercantum
pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas taraf hidup yang
menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk
dirinya dan keluarganya, termasuk pangan,
pakaian, perumahan dan perawatan
kesehatannya serta pelayanan sosial yang
diperlukannya. Selain itu Deklarasi Universial
Hak  Asasi
ketentuannya merupakan Konstitusi Hak Asasi

Manusia dengan  segala

Manusia yang  memberikan  kerangka
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ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan,
daya berlaku, jaminan dan  bahkan
perlindungan Hak Asasi Manusia sedunia.
Konteks pangan dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya
makanan dan minuman dari air bersih
(Wattimena, 2021). Oleh karena itu aksesbilitas
air bersih bagi masyarakat sangat penting
diperhatikan implementasinya dalam
mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia.
Hal terpenting dari tanggung jawab negara
di sektor air bersih tersebut makin dikuatkan
oleh komitmen Indonesia pada ketercapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) atau SDGs.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pasal
1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2022 merupakan agenda yang memiliki area
global yang dilaksanakan untuk mengatasi
kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan planet dengan berorientasi pada
17 program tujuan yang akan ditargetkan. Pada
angka ke-6 terdapat pembahasan mengenai air
bersih dan sanitasi layak sebagai prasyarat
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
menempatkan air bersih dan sanitasi yang layak
sebagai  ketercapaian inti pembangunan
berkelanjutan dan kesehatan masyarakat. Air
bersih dan sanitasi layak merupakan 2 indikator
penting bagi kehidupan setiap manusia
sehingga menjadi salah satu pilar dalam 17
program tujuan pembangunan berkelanjutan
atau SDGs. SDGs merupakan program yang
diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dengan berpegang teguh pada prinsip
hak asasi manusia yang berkelanjutan serta

dilakukan untuk masa datang yang panjang
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bagi optimalisasi seluruh potensi dan sumber
daya yang dimiliki oleh setiap negara, termasuk
negara Indonesia (Indhira dkk., 2026).

Air bersih selain dipandang sebagai hal
dasar yang harus diperlukan dalam pemenuhan
hak asasi manusia juga dianggap sebagai
potensi sumber daya alam yang harus dapat
digunakan dengan sebaik-baiknya untuk
mendukung  kehidupan ~ manusia  dan
lingkungannya. Kehidupan manusia tidak
terlepas dari lingkungannya yang mendukung
secara seimbang. Oleh karena itu eksplorasi
sumber air bersih harus tetap menjaga
keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk
hidup sebagai hak asasi manusia tetapi juga
untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di
sekitarnya. Keseimbangan ini akan
memberikan dampak lestari bagi manusia dan
lingkungannya (Astriani, 2021).

Hal vyang paling mengganggu bagi
keseimbangan pemenuhan air bersih dan
kelestarian lingkungan adalah pencemaran
lingkungan yang mengakibatkan rusaknya air
bersih. Pencemaran ini harus diminimalisasi
atau dikendalikan supaya indikator air
dinyatakan bersih dan layak digunakan dapat
dipenuhi. Proses minimalisasi dan
pengendalian pencemaran memerlukan sinergi
antara pihak pemerintah melalui regulasinya
dan masyarakat serta industri yang mampu
melakukan pengelolaan limbah dengan baik.
Hal ini terjadi karena populasi manusia yang
meningkat akan linier dengan limbah yang
dihasilkannya dalam proses kehidupannya
(Azmi, 2024).

Aksesbilitas terhadap air bersih merupakan

sebagaian dari hak asasi manusia yang sangat

mempengaruhi  terhadap  kualitas  hidup
manusia yang meliputi kesehatan dan
kesejahteraan. Kurangnya atau tidak adanya
aksesbilitas air bersih dapat memberikan ruang
bagi munculnya penyakit menular seperti diare,
infeksi kulit, dan demam berdarah, yang
semuanya dapat menurunkan  tingkat
produktivitas dan meningkatkan beban layanan
kesehatan. Oleh karena itu pemenuhan
aksesbilitas air bersih harus melibatkan
berbagai pihak dengan sektor yang sesuai
dalam mendukung ketersediaan air bersih (Putri
dan Fidiyani, 2025).

Pemenuhan air bersih yang layak untuk
kehidupan manusia merupakan hak positif yang
harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan ini
merupakan langkah strategis agar mandat yang
diberikan oleh rakyat kepada negara yang
dilaksanakan pemerintah dapat memberikan
kualitas  hidup yang baik  sehingga
kesejahteraan rakyat akan tercapai (Binawan
dan Soetopo, 2022).

Implementasi yang paling sulit adalah
karena perbedaan geografis dan ketersediaan
sumber bahan baku air bersih sehingga
menyebabkan pemenuhan air bersih sebagai
hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup
sulit tercapai (Wahyuni, 2023). Kondisi ini
mengakibatkan regulasi yang sama tetapi teknis
pelaksanaannya menjadi berbeda tetapi tujuan
tetap pada mudahnya aksesbilitas air bersih
bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Upaya implementasi aksesbilitas air bersih
salah satunya terutama pada pemenuhan air
bersih di lingkungan sekolah. Hal ini karena
lingkungan  sekolah  merupakan  proses

penanaman pemahaman yang tepat secara
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logika dan bentuk contoh yang nyata dalam
mendukung pembelajaran berbasis lingkungan
hidup. Sekolah dasar merupakan bagian dalam
perjalanan keilmuan yang meletakkan dasar-
dasar pemahaman global dengan logika yang
benar. Pendidikan lingkungan hidup sejak
sekolah dasar diharapkan mampu memberikan
kesadaran lebih awal dalam kehidupan manusia
dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Azima
dan Yumna, 2021). Penerapan di sekolah dapat
berupa infrastruktur akseshilitas air bersih
maupun materi pembelajaran yang memuat
tentang lingkungan hidup terutama air bersih
yang layak bagi kehidupan manusia (Widiawati
dkk., 2022). Peran pemerintah sebagai pelaku
mandat rakyat dalam penyediaan air bersih
adalah pada pembangunan infrastruktur aliran
sumber air bersih ke sekolah dan kurikulum
yang berpihak pada pemenuhan hak asasi
manusia terutama air bersih sedangkan peran
guru adalah mengatur strategi pembelajaran
yang dapat memberikan  pemahaman
lingkungan hidup terutama air bersih terhadap
peserta didik (Azka dkk., 2024). Penanaman
pemahaman lingkungan hidup terutama air
bersih  sejak dini  diharapkan mampu
memberikan cara pandang yang tepat dalam
keseimbangan hidup antara manusia dan
lingkungan dalm peningkatan kualitas hidup
manusia (Sastradiharja, 2024). Selain itu
perilaku cinta lingkungan hidup juga bisa
dibentuk dengan baik melalui keberadaan
sarana dan prasarana aksesbilitas air bersih di
sekolah dan pembelajaran yang dijalaninya
(Adnan dkk., 2025; Kusumarini dan Embon,
2020; Kusumawardani dan Kuswanto, 2020).

Oleh karena itu penelitian ini akan
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mengungkapkan aksesbilitas air bersih sebagai
pemenuhan hak asasi manusia di bidang
lingkungan hidup dan implementasinya di
sekolah dasar pada 3 kabupaten di Provinsi

Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif
dan kuantitatif. Data diperoleh dari data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh
dengan melakukan survei, observasi dan
wawancara. Data sekunder diperoleh dari
kajian literatur dengan tema yang sama.
Komparasi dilakukan untuk memberikan
gambaran  keterkaitan  antara  kondisi
seharusnya dengan kenyataan implementasi di
lapangan.

Penelitian dilakukan di 3 kabupaten yaitu
Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah
dan Kabupaten Sanggau. Pemilihan kabupaten
didasarkan pada keterwakilan kondisi geografis
pesisir utara dan selatan serta dataran di
Provinsi Kalimantan Barat. Setiap kabupaten
dipilih 5 sekolah dasar negeri secara acak untuk
sampel. Pemilihan sekolah didasarkan pada
homogenitas  regulasi  sehingga  akan
memberikan data yang dapat diperbandingkan
pada parameter yang dianalisis. Sekolah
diberikan kode untuk Kabupaten Kubu Raya
(A, B, C, D dan E), untuk Kabupaten
Mempawah (F, G, H, | dan J) dan Kabupaten
Sanggau (K, L, M, N dan O). Data kualitati dan
kuantitatif kemudian dilakukan analisis untuk

dilakukan penarikan simpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di 3 lokasi yaitu
Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah
dan Kabupaten Sanggau. Sebanyak masing-
masing 5 sampel sekolah dasar negeri secara
acak dilakukan survei, observasi dan
wawancara dengan siswa, guru dan pimpinan
sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15
sampel sekolah dasar negeri  secara
infrastruktur sudah dilakukan perencanaan
yang baik untuk aksesbilitas air bersih sebagai
salah satu pemenuhan hak asasi manusia di
bidang lingkungan hidup. Tabel 1 menyajikan

15 sampel lokasi penelitian.

Tabel 1. Sampel Implementasi Aksesbilitas

Air Bersih
No  Kabupaten Jumlah Status
Sekolah Sekolah
1  Kubu Raya 5 Negeri
2 Mempawah 5 Negeri
3 Sanggau 5 Negeri

Pemilihan sampel sekolah dilakukan secara
acak tetapi tetap memperhatikan homogenitas
sampel sehingga dapat diperbandingkan.
Sekolah dasar negeri dipilih dalam penelitian
ini untuk homogenitas regulasi yang diberikan
sehingga efek dari regulasi ini dapat dianalisis
di objek penelitiannya. Adapun secara peta

sebarannya disajikan di Gambar 1.

PETA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Kabupaten
Kubu Raya, Mempawah dan Sanggau)

Berdasarkan peta lokasi sebaran maka
lokasi Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya
mewakili daerah pesisir yang pasti akan
berbeda tingkat aksesbilitas air bersihnya
dengan Kabupaten Sanggau yang merupakan
dataran yang dekat dengan aliran sungai.
Berdasarkan hasil survei diperolenh gambaran
bahwa aksesbilitas untuk air bersih yang dekat
dengan pesisir laut maka memiliki kadar garam
yang lebih tinggi. Kondisi ini akan
mempengaruhi dalam penggunaan air bersih
bagi sekolah dari sumber air PDAM terutama
untuk cuci tangan menyebabkan air sabun tidak
berbusa. Sementara pada sekolah-sekolah
negeri yang di Kabupaten Sanggau aksesbilitas
air bersihn yang dari sumber air PDAM
memberikan kekeruhan yang menyebabkan
endapan terlarut menjadi tinggi sehing
diperlukan  waktu  pengendapan  untuk
penggunaannya. Sumber air bersih yang dari air
hujan berdasarkan survei menunjukkan kualitas

yang baik pada semua lokasi penelitian. Hal ini
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terjadi karena sumber air tidak tercemar dan
infrastruktur tampungan air telah dibangun
dengan baik. Berdasarkan survei dan observasi
terlihat dengan baik bahwa sekolah-sekolah
tersebut sumber airnya mempunyai kesamaan
yaitu dari aliran PDAM dan air penampungan
hujan disajikan dalam Tabel 2. Infrastruktur ini
telah dibuat dengan baik saat pembangunan
sekolah  tetapi  pemeliharaannya  untuk
keberlangsungan aksesbilitas air bersih setiap

sekolah berbeda-beda.

Tabel 2. Sumber Air untuk Aksesbilitas Air

Bersih
No  Kabupaten Jumlah Sumber Air
Sekolah
1  Kubu Raya 5 PDAM dan
Air Hujan
2  Mempawah 5 PDAM dan
Air Hujan
3 Sanggau 5 PDAM dan
Air Hujan

Selain itu yang membedakannya adalah jarak
aliran pipa PDAM serta luas daya tampung dan
ketinggian penampungan air hujan yang akan
mempengaruhi kecepatan alir dan ketersediaan
air bersih di sekolah-sekolah tersebut. Kondisi
ini akan mempengaruhi dalam kualitas air
bersin  yang digunakan dalam aktivitas
kehidupan di  sekolah-sekolah tersebut.
Aksebilitas air bersih di sekolah-sekolah hanya
digunakan untuk kegiatan cuci tangan, cuci
muka, wudhu, menyirami tanaman, mengepel
dan cuci peralatan sekolah. Hal ini
menunjukkan bahwa akses air bersih belum

digunakan untuk konsumsi yang berarti
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kepercayaan pada tingkat kebersihannya belum
ada. Untuk akses air bersih konsumsi berupa
minuman berdasarkan survei menunjukkan
sekolah-sekolah sampel masih menggunakan
air mineral kemasan. Ketidakpercayaan
pengguna di sekolah terhadap air bersih hasil
aliran air PDAM dan air hujan karena sumber
bahan baku dan pemeliharaannya yang
memberikan keraguan untuk
mengkonsumsinya karena akan berpengaruh
pada kualitas hidup yang mengkonsumsinya
(Mahmud dkk., 2024; Munthe dkk., 2024;
Pradana dkk., 2023; Husni dkk., 2017).
Berdasarkan survei dan wawancara diperoleh
informasi bahwa anggaran pemeliharaan sarana
dan parasarana air bersih tersedia tetapi
periodisasinya tidak sama. Waktu
pemeliharaannya ada yang per tahun ada yang
belum dilakukan pemeliharaan dalam jangka
waktu lama. Data hasil survei dan wawancara

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketersediaan Anggaran Pemeliharaan

Sarana Prasaraa Air Bersih

No  Kabupaten Jumlah Ketersediaan
Sekolah Anggaran
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Air
Bersih
1  KubuRaya 5 Ada
2 Mempawah 5 Ada
3  Sanggau 5 Ada

Pada proses wawancara dan observasi
di 15 sekolah objek penelitian diperoleh

informasi bahwa semua sekolah telah memuat
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tema lingkungan hidup pada beberapa mata
pelajarannya. Hal ini sangat membahagiakan
karena pemahaman lingkungan hidup terutama
ketersediaan air bersih telah ditanamkan sejak
sekolah dasar sehingga diharapkan cara
pandang peserta didik akan menjadi baik. Hal
ini sangat baik untuk pondasi dasar bagi
generasi muda masa depan bangsa yang
diharapkan mampu menjaga keseimbangan
kualitas hidupnya melalui keseimbangan
kebutuhan hidup dan lingkungannya. Tabel
keberadaan muatan lingkungan hidup di

pelajaran sekolah disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Ketersediaan Muatan Lingkungan

Hidup dalam Pembelajaran

memuat tema lingkungan hidup disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 5. Jumlah Mata Pelajaran yang Memuat

Materi Lingkungan Hidup dan Hak Asasi

Manusia
No  Kabupaten Jumlah Jumlah
Sekolah Pelajaran
yang Memuat
Materi
Lingkungan
Hidup
1 Kubu Raya 5 3
2 Mempawah 5 3
3  Sanggau 5 3

No  Kabupaten Jumlah Ketersediaan
Sekolah Muatan

Lingkungan

Hidup dalam

Pembelajaran
1  Kubu Raya 5 Ada
2  Mempawah 5 Ada
3  Sanggau 5 Ada

Selanjutnya berdasarkan survei dan
wawancara juga diperoleh data bahwa pelajaran
yang memuat tema lingkungan hidup adalah
IImu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS),
Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Wawancara dengan para
siswa kelas 6 seluruh sampel secara acak
menunjukkan  ketertarikan mereka pada
lingkungan hidup dan pemahaman mereka
tentang lingkungan hidup sudah baik.

Keberadaan jumlah mata pelajaran yang

Hasil  penelitian ~ menunjukkan  bahwa
aksesbilitas air bersih sebagai pemenuhan hak
asasi manusia dalam bidang lingkungann hidup
merupakan sesuatu harus dilaksanakan dalam
kehidupan yang berkualitas dengan tetap
menjaga  kelestarian  lingkungan  pada
eksplorasi sumber air bersihnya. Hal ini
dilakukan untuk keseimbangan kepentingan
antara manusia dan lingkungannya.
Implementasi  aksesbilitas air bersih di
lingkungan sekolah dalam bentuk penanaman
konsep hak asasi manusia dan lingkungan
hidup juga telah dilaksanakan dengan baik pada
15 sampel sekolah dasar di 3 lokasi kabupaten
di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil-hasil
penelitian yang diperoleh sesuai dengan
beberapa kajian literatur yang menunjukkan
bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia
dan lingkungan hidup sebaiknya dilaksanakan
sejak pendidkan dasar sehinggan akan menjadi
cara pandang yang kokoh untuk masa depannya

(Rahman dkk., 2025; Ulfa dkk., 2022; Safira
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dan Wati 2020). Hal ini akan memperkuat
indikator ketercapaian implementasi hak asasi

manusia dan SDGs.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka
dapat disimpulkan bahwa 100% sekolah dasar
negeri di 3 kabupaten sampel yaitu Kabupaten
Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan
Kabupaten  Sanggau telah  menerapkan
aksesbilitas air bersih dan 80% mendapatkan
dukungan pemeliharaan sarana dan prasaran
untuk air bersih. Penanaman konsep hak asasi
manusia dan lingkungan hidup juga telah
diterapkan dalam 3 mata pelajaran yaitu llmu
Pengetahuan Alam dan Sosial; Bahasa
Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan.
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